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ABSTRAK
Persoalan Perbankan Syariah yang paling mendasar terkait dengan kewenangan pengadilan agama adalah tidak jelas batasan atau ruang lingkup perkara perbankan syariah yang menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama. Ini dapat dipahami dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Peradilan Agama dalam bidang Perbankan Syariah yang merupakan salah satu bidang hukum dan ekonomi Syariah. Dalam kewenangan pengadilan agama dan berdasarkan prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits di Perbankan Syariah, masih terdapat perbedaan dalam penafsiran prinsip-prinsip tersebut. Terkait hal tersebut bagaimana Perbankan Syariah dijalankan didalam Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, apakah telah sesuai dalam pemenuhan hak-hak muamalah masyarakat, bila terjadi permasalahan tentang sengketa penyelesaian di Pengadilan Agama apa sudah mengakomodir kepentingan secara syariah, dan bagaimana Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah telah melaksanakan ketentuan syariah, tidak saja berdasarkan Undang-undang juga menerapkan perintah Allah SWT dalam ketentuan tersebut. Prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah tersebut. 
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syari’ah, Peradilan Agama.
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ABSTRACT
The most basic issue of Islamic Banking related to the duties of religious courts is the unclear boundaries or scope of Islamic banking which is the absolute right of religious courts. This can be reached from Article 49 of Law Numberb 3 of 2006 concerning the authority of the Religious Courts in the field of Sharia Banking which is one of the fields of Sharia law and economics. In religious courts and based on the principles or principles contained in the Qur'an and Hadith in Islamic Banking, there are still differences in these principles. Regarding this matter, how is Sharia Banking carried out in the provisions of Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, whether it is appropriate in fulfilling the rights of the muamalah of the community, if there is a dispute about disputes in the Religious Courts, whether it has accommodated sharia interests, and how does the Religious Courts? based on the dispute, Sharia Banking has implemented sharia provisions, not only based on the law but also implementing the commands of Allah SWT in these provisions. The sharia principles that form the basis of Islamic banks are not only the ideological basis, but are also the operational basis. In this regard, Islamic banks in carrying out their activities are not only business activities or products that must comply with sharia principles, but also include legal relationships created and legal consequences that arise. In this case, if there is a dispute between the Islamic bank and its customers, all must and be resolved in accordance with the sharia principles.
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I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai hal berkenaan dengan filosofi pengaturan ekonomi Islam dan keberadaan hukum Islam (Syariah Islam) di tengah-tengah hukum yang berkembang sekarang ini para ulama sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam adalah Hukum yang sarat dengan nuansa dan prinsip pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman yang merupakan ciri dari kedinamisan dan keluasan nya terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah.

Syariah menurut etimologis berarti “jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai”.
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syariah adalah “hukum agama yang bertalian dengan agama Islam”.
 Dengan demikian bahwa setiap kata yang menyebutkan Syariah berarti sama dengan penerapan khusus terhadap semua aturan Islam hal tersebut terlihat dari sejak penyebutan syariah dalam Piagam Jakarta dan sampai saat sekarang penyebutan prinsip syariah dalam perbankan. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi Islam dengan kaidah dan syariah. Hubungan ini menyebabkan ekonomi Islam memiliki sifat ibadah dan cita-cita luhur serta memiliki pengawasan dan pelaksanaan kegiatannya dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam berekonomi. Selain itu ekonomi syariah juga harus berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah seperti bebas riba, bebas gharrar (ketidakjelasan dan ketidakpastian), bebas maysir (spekulatif), bebas produk haram dan bebas dari praktik akad yang fasid. Aturan dalam Al Quran dan Sunnah tersebut sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk dijadikan acuan dan imam dalam sistem perbankan. Adapun yang melatarbelakangi didirikannya perbankan syariah antara lain: Pertama adanya keinginan umat Islam untuk menghindari riba atau gharrar dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, ada kegiatan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan bisnis yang sesuai dengan perintah agamanya. Ketiga, adanya keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.
 
Prinsip syariah
 yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah tersebut. Namun, ternyata tidak demikian halnya yang berlangsung selama ini. Prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya, tampaknya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal, terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Hal ini karena sejak terjadinya akad antara pihak bank syariah dengan nasubahnya hingga berakhirnya suatu perjanjian, ternyata semuanya mutlak mengikuti dan memedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya berkaitan dengan perjanjian tersebut, menurut Sjahdeini “tidak akan diberlakukan hukum Islam, yang diberlakukan dalam hal ini adalah hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata karena hukum perdata itulah yang merupakan hukum positif”
. Menurut, Utary Maharany Barus yang menyimpulkan bahwa “sengketa antara bank syariah tidak murni diselesaikan berdasarkan prinsip syariah (fikih), tetapi juga mengikutsertakan pasal-pasal KUH Perdata”
. 
Didasarakan pada Ijmak, yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyelesaan pertikaian di antara para pihak yang bersangketa telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar, diantara prinsip tersebut adalah : (1) Adil dalam memutuskan perkara/sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, (2) Kekeluargaan, (3) Win-win solution, menjamun kerahasian sengketa para pihak, dan (4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Kedua, melalui Jalan Al-Tahkim (arbitrase).  Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah at sahkim merupakan bagian dari al qadha’ (peradilan). Landasan hukum yang memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al Quran, Sunnah dan Ijmak, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Namun apabila jalan damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak maka perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Ketiga, melalui Jalan Al-Qadha' (peradilan) secara harfiah berarti antara lain memustuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih yaitu menetapakan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Kekuasaan qadhi tak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari gadhi in mengikat kedua belah pihak. Dasar hukum al qadhi dalam berdasarkan Al Qur'an Surat An Nisa ayat 35 dinyatakan sebagai berikut : 
وَاِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَحَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا‌ ۚ اِنۡ يُّرِيۡدَاۤ اِصۡلَاحًا يُّوَفِّـقِ اللّٰهُ بَيۡنَهُمَا‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا خَبِيۡرًا
Wa in khiftum shiqooqa baini himaa fab'asuu haka mam min ahlihii wa hakamam min ahlihaa; iny-yuriidaaa islaah ai-yuwaffiqil laahu bainahumaa; innal laaha kaana 'Aliiman Khabiiraa

Artinya (wallohua’lam bimurodih) : “Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki laki dan Seorang kakim dari keluarga perempuan.Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’[41]: 35). 
Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara pihak yang bersengketa, maka akan terlundarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan didalam Al Quran Surat Al-Hujarat [49] ayat 9, sebagai berikut: 
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wa-in thaa-ifataani mina almu'miniina igtataluu fa-ashlihuu baynahumaa fa-in baghat ihdaahumaa 'alaa al-ukhraa fagaatiluu allarii tabghii hattaa tafii-a ilaa amri allaahi fa-in faa-at fa-ashlihuu baynahumaa bial'adli wa-agsithuu inna allaaha yuhibbu almugsithiina. 
Artinya (wallohu a'lam bimurodih) : “Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduannya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan bertakuadillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (Q.S Al Hujurat [49]:9). 
Dan dalam Hadis dari Abu Daud disebutkan sebagai berikut : 

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, yang Artinya : "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka." (HR. Abu Daud Nomor 3120).
 
Adapun ketentuan mengenai berwenangnya Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang bank syariah, antara lain diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah, dan i. ekonomi syariah”. Bidang ekonomi syariah itu sendiri menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang tersebut, antara lain meliputi: 
a. bank syariah, b. lembaga keuangan mikro syariah, c. asuransi syariah, d. reasuransi syariah, e. reksa dana syariah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. pembiayaan syariah, i. pegadaian syariah, j. dana pensiun lembaga keuangart syariah, dan k. bisnis syariah. 
Dari penjelasan Pasal 49 huruf (i) tersebut dapat diketahui bahwa bank syariah merupakan salah satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.
Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana dikutip di atas, dinyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ....” Persoalannya adalah bagaimana memahami kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam pasal tersebut, dalam konteksnya dengan jangkauan kewenangan pengadilan agama di bidang bank syariah. Secara tekstual ketentuan tersebut antara lain dapat dipahami bahwa ruang lingkup dan jangkauan kewenangan pengadilan agama dalam bidang bank syariah hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja. Dengan perkataan lain, kewenangan pengadilan agama dalam hal ini tidak menjangkau perkara-perkara yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabahnya yang non-muslim, atau yang terjadi antara sesama non-muslim. Akan tetapi, kalau demikian halnya yang di maksud, bukankah kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam pasal tersebut justru akan menjadi ganjalan bagi pengadilan agama sendiri. Sebab, bukankah yang dapat bertransaksi, menjadi mitra atau nasabah bank syariah tersebut tidak hanya terbatas orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga non-muslim.
 
Luasnya cakupan bidang hukum yang terkait dengan bidang perbankan syariah tersebut membuat tidak tertutup kemungkinan terjadinya titik singgung atau persentuhan kewenangan mengadili yang dapat berakibat tidak adanya ketertiban dan kepastian dalam penegakan hukum. Persoalan lain terkait kewenangan pengadilan agama di bidang perbankan syariah adalah hukum acara dan tata cara pengadilan agama menyelesaikan perkara, apakah telah sesuai dalam pemenuhan hak-hak muamalah masyarakat, bila terjadi permasalahan tentang sengketa penyelesaian di Pengadilan Agama apa sudah mengakomodir kepentingan secara syariah, dan bagaimana Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah telah melaksanakan ketentuan syariah, tidak saja berdasarkan Undang-undang. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian bagaimana sistem operasional bank syariah menurut perundang-undangan yang belaku di indonesia? bagaimana ruang lingkup kewenangan peradilan agama dalam bidang bank syariah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
II. TEORI HUKUM  MASLAHAH AL MURSALAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN ISLAM

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صالحا , يصلح , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al Qur’an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Telah menjadi aksioma bahwa nash-nash yang dibawa oleh Al Quran dan Sunnah selalu ditujukan untuk kemaslahatan manusia, hal ini berarti pula bahwa hukum-hukum fikih, sebagai derivatnya tidak bisa berbeda dengan tujuan nash, yakni untuk kemaslahatan manusia. Allah sendiri berfirman: 
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“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS Al-Anbiya: 107) 

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). 
Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al Quran dan Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah: 
Menurut Al-Syatibi maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari’ yang secara ushul dan furu’nya tidak bertentangan dengan nash. 
b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu’amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu’amalah tidak diatur secara rinci dalam nash. 
c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
 sesuai firman Allah: 

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَ بِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ
Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”. (QS. Al Hajj [17]:78)

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa’atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam  Al Quran dan Hadits.

III. SUMBER HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah setidaknya sudah diatur secara langsung dalam tiga peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, diantaranya adalah; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Manakala Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu; pertama, dilakukan oleh peradilan dalam lingkup Peradilan Agama. Dan kedua, diluar peradilan Agama dalam hal para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama, dengan catatan penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan di luar Peradilan Agama sesuai isi akad” adalah upaya-upaya berikut;

a) Musyawarah

b) Mediasi Perbankan

c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.
Sedangkan Pasal 4 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antar bank dengan  nasabah dilakukan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan. Dan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai catatan, PBI Nomor 9/19/PBI 2007 menyebut istilah bank sebagai ganti dari istilah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa yang melalui peradilan harus melalui peradilan Agama. Akan tetapi, jika para pihak menentukan lain, yakni penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama, baik itu melalui Arbitrase, dan cara-cara lain, maka hal itu juga tiak dapat disalahkan, dengan syarat; sudah disepaki bersama oleh para pihak dalam akad, penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti adanya penyuapan untuk memenangkan perkara. Pada dasarnya syarat kedua ini juga berlaku dalam pengadilan dilingkungan Peradilan Agama, hanya saja sejak awal Peradilan Agama sudah dirancang untuk menjunjung tinggi prinsip syariah, sehingga tidak perlu lagi Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan hal itu lagi.
Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
 Sumber hukum segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat pula disebut sebagai asal muasal hukum. Adapun Sumber Hukum ekonomi syariah adalah sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah:
 

1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil) 
Sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum.Sumber hukum formil atau bentuk-bentuk dimana kita dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu Negara.
 Sumber hukum formil memiliki bentuk yang berlaku secara umum dan telah diketahui atau berlaku umum. Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari’ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 
2. Sumber Hukum Materiil 
Sumber hukum materiil adalah sumber darimana hukum berasal atau sumber tempat materi hukum diambil. Sumber hukum materiil merupakan sumber yang dilihat dari segi isinya dan sumber hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum.
 Untuk itu hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.
 Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.
 Adapun bagi lingkungan peradilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al Quran dan As Sunnah sebagai sumber utama.
Kebiasaan-kebiasaan di bidang Ekonomi Syariah. Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu: 1) perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (longa et invetarata consuetindoj). 2) kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (opinion necessitates), dan 3) adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.
 Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah. 
Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al quran dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah: 

a. Undang-Undang 
b. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

c. Aqad Perjanjian (Kontrak) 

d. Fiqih dan Ushul Fiqih 

e. Adat Kebiasaan 

f. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) 
g. Yurisprudensi dan Doktrin Ekonomi Syariah 
IV. ANALISIS DUA PUTUSAN PENGADILAN AGAMACIBINONG TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
A. Syariah Muamalah Terkait Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia (sebagai individu dan sebagai masyarakat) seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia ini, maupun kebahagiaan di akhirat kelak, seperti yang sudah disabutkan didalam Al-Quran QS. Al-Anbiya: 107 dan QS. al-Baqarah: 201-202). 
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Artinya : “dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS Al-Anbiya: 107) 

Artinya : Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungan-Nya.”
Dilakukan dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal  di akhirat kelak Apa yang menjadi tujuan disyariahkan hukum sering diistilahkan dengan al-magasid as-syari'ah. Secara umum tujuan disyariahkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu untuk menjamin hal-hal yang dharuri (kebutuhan dharuriyat), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hajiyat dan kebutuhan akan kebaikan-kebaikan (kebutuhan tahsiniyat). Setiap hukum syar'i tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia. Ketiga hal ini merupakan suatu yang bersifat herarkis. Artinya bahwa kebutuhan tahsiniyat tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya kebutuhan hajiyat. Sedangkan kebutuhan hajiyat tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan dharuriyat. Sejajar dengan hal ini maka hukum yang eksistensinya adalah untuk memelihara hal-hal yang dharuri adalah merupakan hukum yang terpenting dan paling berhak untuk dipelihara.

B. Analisis Terhadap Putusan Perkara Putusan No 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn.
1. Perkara  No. 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn.
Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn merupakan jenis perkara Gugatan Sederhana perkara ekonomi syariah dalam perjanjian Akad Murabahah bil Wakalah .
A. Terkait Isi Akad/Perjanjian Putusan No 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.


Dari uraian fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan tentang sahnya akad/perjanjian syariah, peneliti berpendapat bahwa akad/perjanjian yang dilakukan oleh para pihak  adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan prinsip-prinsip akad Murabahah dan wakalah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonom Syariah (KHES) serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MULTV/2000 tentang Murabahah, karena akad/perjanjian antara para pihak telah dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah maka hal-hal yang telah disepakati antara para pihak yang berakad menjadi ketentuan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad”, Ketentuan tersebut diatas juga sesuai dengan prinsip dasar yang ditegaskan dalam doktrin hukum perjanjian syariah dari nash Al Quran surat Al Maidah ayat (1): Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.  Dan nash hadist sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al Ahkaam nomor hadist 1352 yang berbunyi: Artinya : “orang-orang mukmin terikat dengan hal-hal yang telah mereka sepakati, kecuali hal-hal yang mengharamkan yang halal dan menghalaikan yang haram" 
B. Terkait Mudharabah bil Wakalah Putusan No 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn 

Secara teori akad murabahah bil wakalah dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian putusan nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn, bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah ialah menggunakan akad murabahah bil wakalah, walaupun disini untuk akad wakalahnya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad wakalah ini tidak dinotariilkan.


Berdasarkan ayat Al Quran surat Al-Baqarah ayat 275 “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah mengatakan bahwa setiap transaksi murabahah harus bebas dari riba, termasuk pula barang yang diperjualbelikan dalam murabahah pun juga harus barang yang halal. Selain ayat Al Quran diatas syarat mengenai barang yang diperjualbelikan juga dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang diharamkan. Hal tadi merupakan teori syariah yang harusnya dipatuhi oleh Bank Umum Syariah. Dan ternyata dalam prakteknya Bank BRI Syariah menerapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Al Quran dan Fatwa DSN tersebut, karena dalam prakteknya Bank BRI Syariah ini hanya membiayai pembiayaan yang halal saja baik itu zat maupun non zat nya.

Jadi dapat disimpulkan secara teori syariah yang diatur dalam Al Quran dan Hadits diatas ialah bahwa setiap kegiatan jual beli harus lah dilakukan suka sama suka dan diputuskan secara bersama. Dari putusan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn dapat disimpulkan Bank BRI Syariah, yang dalam praktiknya lebih banyak mendekati aturan yang diwajibkan secara syariah, misalkan dalam hal diwajibkan adanya akad wakalah, bank menerapkannya walaupun tidak dinotariilkan.
2. Perkara  No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn.

Berbeda dengan putusan sebelumnya, putusan dalam perkara ini menghasilkan Akta Perdamaian antara kedua belah pihak
1. Penyelesaian Melalui Perdamaian dari Perspektif Hukum Islam.
Dalam hal sengketa muamalah yang timbul akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh).
Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada Q.S. Al-Nisa [4] ayat 128. Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. 

dan Q.S. Al-Hujarat [49]: 9.
Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara pihak yang bersengketa, maka akan terlundarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri.
2. Perdamaian Berdasarkan Hukum Positif.
 
Ditegaskan dalam Pasal 64 Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Bahwa penyelesaian melalui perdamaian telah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah sesuatu yang imperatif (wajib dilakukan). 

Menurut hemat peneliti, secara teknis dalam mengupayakan perdamaian di persidangan sebaiknya hakim tidak secara-serta merta memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator seperti yang diperintahkan PERMA, melainkan tetap terlebih dahulu menganjurkan atau mendorong kedua belah pihak agar menyelesaikan sendiri perkaranya secara sukarela, tanpa adanya keterlibatan pihak lain di dalamnya seperti dikehendaki Pasal 154 R.Bg/130 HIR. Atau, sekurang-kurangnya hakim harus terlebih dahulu menjajaki masih ada tidaknya kemungkinan tercapainya perdamaian bagi kedua belah pihak tanpa bantuan mediator. 

Hal ini penting dilakukan terlebih dahulu karena bagaimanapun format suatu perdamaian, yang terbaik tetaplah yang dilakukan atas kemauan dan oleh kedua belah pihak itu sendiri, tanpa ada unsur paksaan maupun keterlibatan dari pihak mana pun di dalamnya. Apalagi jika dibandingkan dengan mediasi dengan bantuan mediator dari luar pengadilan yang menuntut adanya biaya. Bukankah jika perkara tersebut dapat diselesaikan dengan proses perdamaian semacam ini justru inilah yang lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yakni tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam hal ini bank syariah, baik dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana (funding) atau penyaluran dana (lending) maupun dalam memberikan layanan jasa perbankan lainnya, sama sekali tidak menggunakan teknik-teknik finansial dengan sistem bunga (interest free) seperti pada bank konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing principle) dengan teknik-teknik finansial yang semata-mata didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang antara lain seperti prinsip wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, wakalah, dan lain-lain.  Konsep amanah yang dikembangkan dalam sistem perbankan syariah memperlakukan ekonomi sebagai barang titipan yang harus dijalankan sesuai dengan fungsi yang telah Allah gariskan. Suatu barang dikatakan berfungsi secara proporsional jika ia mempunyai efek-efek sosial disamping fungsi individunya ia harus dipertanggungjawabkan tidak saja di depan sesama manusia, namun juga di depan Tuhan. Secara psikologis ini akan berdampak pada munculnya tingkah laku individu yang selalu terkontrol dari kejahatan-kejahatan. Dan secara sosial akan memiliki dampak munculnya kebersamaan yang harmonis sehubungan dengan teori hukum Islam Maslahah Al Mursalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan demi kebutuhan masyarakat Islam saat ini.
2. Lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah, meliputi seluruh perkara perbankan syariah di bidang perdata. Dalam hal ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara bank syariah dengan pihak mana pun, termasuk yang terjadi antara bank syariah dengan pihak non-Islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank tersebut adalah kewenangan lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang dengan tegas ditentukan lain dalam undang-undang. 
3. Bahwa penyelesaian perkara perbankan syariah di lingkungan Peradilan Agama tidak lain dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil Islam. Adapun teknik penyelesaian perkara perbankan syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. 
B. Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Demikian yang lebih penting dari itu semua adalah upaya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Sehebat apapun kelebihan yang dimilikki, jika masyarakat minim pengetahuannya ia tidak akan pernah disentuh. Adapun aspek penting yang perlu dilakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah mengenai implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, baik dalam hal penyelesaian perkara perbankan syariah di lingkungan peradilan agama maupun dalam hal penerapannya dalam operasional perbankan syariah. Meskipun demikian, dalam operasionalnya terutama para praktisi maupun para ahli perbankan syariah tetap mengharapkan adanya Undang-Undang Perbankan yang secara khusus mengatur tentang Bank Syariah. 
2. Dengan semakin luasnya ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama, khususnya dalam bidang perbankan syariah yang meliputi seluruh bidang perdata, maka Mahkamah Agung khususnya, perlu sesegera mungkin melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para hakim peradilan agama dalam menangani perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syariah umumnya, dan bidang perbankan syariah khususnya di pengadilan agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan adanya hukum acara (hukum formil) yang secara khusus berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi tersebut.

3. Kepada para legislator khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga pemerintah agar sesegera mungkin dapat mengupayakan adanya hukum acara tersebut bagi lingkungan peradilan agama. Sementara belum ada aturan dimaksud diharapkan agar Mahkamah Agung tentu dapat mengeluarkan pedoman teknis baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) guna menunjang pelaksanaan tugas Peradilan Agama dalam menjalankan kewenangan tersebut. 
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